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PUTUSAN
Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Cbd

P23 935 S ol o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
xxx Palabuhanratu, Sukabumi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli

2023, sebagai Pemohon;
melawan
xxx Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 02 Agustus
2023dalam register perkara 1830/Pdt.G/2023/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal
11 April 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah tercatat dalam
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/Kua.10.02.02/DN/07/2023 tertanggal
21 Juli 2023.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama sebagai pasangan suami istri di Kampung Kaum Babakan RT 003
RW 001, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang

telah bergaul layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu)
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orang anak/keturunan yang bernama: Anak ke 1, Yasef Hatam, Sukabumi 01
September 2002 (Umur 20 Tahun), Laki-laki, Tamat SD/Sederajat, diasuh oleh

Pemohon.

3. Bahwa pada awalnya
kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan
bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah
tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam
menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan
semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

4, Bahwa seiring dengan
berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa
yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-
undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai
sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat
mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin
sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan
Agama Cibadak.

Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon

mulai sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
4.1, Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

4.2. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi

sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami.

5. Bahwa keadaan rumah
tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas berlangsung secara terus

menerus, hingga puncaknya pada bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan
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Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu

pula antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu
maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi
tidak berhasil.

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan
rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan
lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan
tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih

maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut diatas, Pemohon mohon kiranya Hakim
Pengadilan Agama Cibadak yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Supena bin Tirta) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i kepada Termohon (Lastri binti Usup) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Cibadak;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1830/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak
berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap
mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon
tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah
tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/Kua.10.02.02/DN/07/2023
tertanggal 21 Juli 2023, bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. Muhsin Bin Safei, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Kaum Kaler RT 004 RW 001 Desa Cicurug
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai paman

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa keduanya menikah tahun 2001 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa keduanya tlah dikaruniai satu orang anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena
Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana
layaknya seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni
2015;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. Eem Suherman Bin Mama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Kongsi RT 003 RW 005
Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai tokoh
masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 2001 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keduanya tlah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena
Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana
layaknya seorang isteri terhadap suami;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni
2015;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah
hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang
sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR,
permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon
(verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2)
PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan
nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha
damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke
persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil

secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk
melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan
karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana
layaknya seorang isteri terhadap suami sehingga hal ini yang selalu memicu
perselisihan dan puncaknya pada bulanJuni 2015Pemohon dan Termohon telah
pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban
Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan
Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon
dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta
merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan
perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu
kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat
bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2
orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di
atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai
bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah
sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang
sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,
oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal
165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon,
terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh
karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan
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orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan,

keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi

mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata
pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan

Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil

sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan

sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua
orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan karena Termohon
sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya seorang
isteri terhadap suami;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015
dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya
suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih
tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah
tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi
(Onheel baar tweespalt), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
pecah sedemikian rupa (broken/down marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah
tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah

tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah
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pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah
satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-
fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah
terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2, Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supena bin Tirta) untuk
menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon (Lastri binti

Usup) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp178000,00 ( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah );
Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Selasa
tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah
oleh Drs. M. Aminudin sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan
didampingi oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Aminudin
Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara . Rp. 60.000,00
- Panggilan ' Rp. 48.000,00

- PNBP Panggilan Pertama Pemohon  : Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Termohon  : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
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Jumlah : Rp. 178.000,00

( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah )
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